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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

 

1. Untuk Perencanaan dari Pemerintah Desa Nainaban dalam mengelola dana desa dan pemberdayaan 

masyarakat di Desa Nainaban sudah melakukan perencanaan, akan tetapi keterlibatan masyarakat yang masih 

kurang yang mengakibatkan usulan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan lebih banyak ditentukan oleh 

perangkat desa saja.  

2. Selanjutnya, Pengorganisasian dari Pemerintah Desa Nainaban masih terlihat belum efektif. Hal ini dapat 

dilihat dari belum efektifnya uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh para 

pengelola keuangan desa. Disamping itu masih banyak terdapat keterbatasan terutama masih lemahnya 

sumber daya manusia terutamaberkaitan dengan pengetahuan tentang manajemen administrasi atau 

pengelolaan keuangan. 

3. Dalam hal Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Nainaban sudah terlaksana walaupun dalam 

pelaksanaan pembangunan belum terealisasi secara optimal dikarenakan dana desa banyak terpakai untuk 

membantu menunjang perekonomian masyarakat akibat dari pandemik virus covid-19. Dalam tahap  ini 

pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat Desa Nainaban sendiri tidak sesuai 

dengan target dan sasran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDesa). hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam pengelonaan pupuk dan pakan 

ternak,kurangnya ketrampilan Aparatur desa dalam menggunakan computer,belum dilakukannya kader 

desa,kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa,kesadaran masyarakat 

untuk pengembangan tenun ikat menurun, dan belum ada pelatihan tentang program pengelolaan BUM Desa. 

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Nainaban Tahun 2020 maka hal tersebut dapat  dilakukan 

perubahan sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan yang berlaku. Rancangan Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDesa) akan menjadi ukuran kinerja bagi pemerintah desa dan semua oemangku 

kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi 

masyarakat serta memberikan pemecahaan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang 

direncanakan untuk mewujudkan visi misi desa nainaban dalam kurun waktu yang telah direncanakan. 

4. Kemudian dalam hal Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Nainaban masih belum berjalan dengan 

efektif, dimulai dari bukti pelaporan hingga pertanggungjawaban yang belum jelas mengenai pemasukan dan 

pengeluaran keuangan desa sehingga ada banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kinerja dari 

pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa karena tidak dilakukan secara transparan atau 

secara terbuka kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan. Mengenai pengawasan 

dari BPD masih terbilang kurang efektif karena aturan yang mengatur tentang dana desa tidak dirancangkan 

atau dibuat oleh BPD.  
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5. Oleh sebab kegiatan pemberdayaan yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya, maka 

apa yang menjadi tujuan adanya program tersebut tidak terwujud. Seharusnya ketika merencanakan kegiatan 

pemberdayaan baik itu berupa pelatihan, terebih dahulu memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dengan 

memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengajukan apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak 

hanya itu, masyarakat pun juga dituntut untuk aktif dalam mengikuti setiap musyawarah dengan menyuarakan 

apa yang menjadi kebutuhannya dan tidak hanya bersikap menerima saja.  

6. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat sehingga target pemberdayaan ekonomi kreatif 

warga belum terpenuhi.Permasalahan utamanya adalah dalam mengadakan program pemberdayaan 

masyarakat merupakan prakarsa dari pemerintah Desa dan bukan atas dasar keinginan ataupun kebutuhan 

dari masyarakat sendiri. Sehingga rencana membangun usaha baik itu kelompok maupun individu dari hasil 

pelatihan pembuatan keripik buah pun tidak terlaksana. Selain itu partisipasi dari masyarakat yang masih pasif, 

yaitu bersikap menerima saja apa yang direncanakan dari pemerintah Desa dalam hal ini program 

pemberdayaan, sehingga kemauan masyarakat untuk mengembangkan hasil dari pelatihan pembuatan keripik 

buah pun tidak ada. Bahkan mereka merasa kurang percaya diri bila ingin membuka usaha sendiri dengan 

alasan takut jika tidak mendapat keuntungan. Selain itu juga dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa 

Nainaban masih terfokus pada pembangunan fisik. Sementara itu fungsi pengawasan dari BPD juga tidak 

berjalan dengan baik. 
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